
BUPATI BOMBANA 
PROVINSI SULAWESI TENGGARA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOMBANA, 

Menimbang : a. bahwa da lam rangka melaksanakan pembangunan 

daerah u n t u k men ingkatkan kesejahteraan rakyat 

sebagaimana d iamanatkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republ ik Indonesia Tahun 1945, d iper lukan 

upaya-upaya nyata da lam pengelolaan barang m i l i k 

daerah; 

b. bahwa barang m i l i k daerah memi l i k i n i l a i ekonomi 

pada masa k i n i dan memberi manfaat ekonomi atau 

keuntungan sosial d i masa yang akan datang, 

termasuk sumber daya yang d iper lukan u n t u k 

pelayanan pub l ik ; 

c. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal 105 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 sebagaimana telah 

d iubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 

T a h u n 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Daerah, pengaturan 

lebih l an ju t mengenai tentang Pengelolaan Barang 

M i l i k Daerah d i te tapkan dengan Peraturan Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, per lu 

menetapkan Peraturan / Daerah tentang Pengelolaan 

Barang M i l i k Daerah; / 
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 T a h u n 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten 

Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara d i Provinsi 

Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2003 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Republ ik Indonesia Nomor 4339); 

3. Undang-Undang Nomor 12 T a h u n 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republ ik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah d iubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Republ ik Indonesia Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana te lah d iubah beberapa ka l i t e rakh i r 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 T a h u n 2014 tentang 

Admin is t ras i Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Republ ik Indonesia Nomor 

5601); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 T a h u n 2014 tentang 

Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 92, , 



Tambahan Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

Nomor 5533) sebagaimana te lah d iubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 T a h u n 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 

T a h u n 2014 tentang Pengelolaan Barang Mi l ik 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia Nomor 6523); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 

Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 6041); 

8. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah 

(Berita Negara Republ ik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

2036) sebagaimana telah d iubah dengan Peraturan 

Menter i Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menter i Da lam Negeri 

Nomor 80 T a h u n 2015 tentang Pembentukan Produk 

H u k u m Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia 

T a h u n 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 19 T a h u n 

2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang M i l i k 

Daerah (Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 

2016 Nomor 547); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

dan 

BUPATI BOMBANA 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG 

BARANG MILIK DAERAH. / 

PENGELOLAAN 



BAB 1 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i n i yang d imaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupa t i sebagai u n s u r 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimp in 

pelaksanaan u r u s a n pemer intahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupa t i adalah Bupa t i Bombana. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

dis ingkat DPRD adalah lembaga perwaki lan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai u n s u r 

penyelenggara pemer intahan daerah. 

5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang m i l i k daerah 

adalah Kepala Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah pengelola Barang M i l i k 

Daerah. 

7. Barang Mi l ik Daerah adalah semua barang yang dibel i 

a tau diperoleh atas beban APBD atau berasal dar i 

perolehan la innya yang sah. 

8. Pengelola Barang M i l i k Daerah adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab me lakukan 

koordinasi pengelolaan barang m i l i k daerah. 

9. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu Bupa t i dan 

DPRD dalam penyelenggaraan u rusan pemer intahan 

yang menjadi kewenangan daerah. 

10. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala 

Perangkat Daerah yang mempunya i fungsi pengelolaan 

barang m i l i k daerah selaku pejabat pengelola 

keuangan daerah. 

11 . Pengguna Barang adalah pejabat pemegang 

kewenangan penggunaan barang m i l i k daerah. / 



12. U n i t kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang 

melaksanakan satu a tau beberapa program. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya dis ingkat APBD adalah rencana keuangan 

t a h u n a n daerah yang d i te tapkan dengan Peraturan 

Daerah. 

14. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala u n i t kerja a tau 

pejabat yang d i t u n j u k oleh Pengguna Barang u n t u k 

menggunakan barang m i l i k daerah yang berada da lam 

penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 

15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah 

Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang 

m i l i k daerah pada Pengguna Barang. 

16. Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan 

Fungsional U m u m yang diserahi tugas mengurus 

barang. 

17. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang 

d iserahi tugas mener ima, meny impan, mengeluarkan, 

dan menatausahakan barang m i l i k daerah pada 

Pejabat Penatausahaan Barang. 

18. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional 

U m u m yang diserahi tugas menerima, meny impan, 

mengeluarkan, dan menatausahakan barang m i l i k 

daerah pada Pengguna Barang. 

19. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah 

pengurus barang yang membantu da lam penyiapan 

adminis t ras i m a u p u n teknis penatausahaan barang 

m i l i k daerah pada Pengelola Barang. 

20. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah 

pengurus barang yang memban tu da lam penyiapan 

adminis t ras i m a u p u n teknis penatausahaan barang 

m i l i k daerah pada Pengguna Barang. 

2 1 . Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi 

tugas menerima, meny impan, mengeluarkan, 

menatausahakan dan mempertanggung j awabkan 

barang m i l i k daerah pada Kuasa Pengguna Barang. / 



22. Penilai adalah p ihak yang me lakukan peni la ian secara 

independen berdasarkan kompetensi yang d imi l ik inya . 

23. Penilaian adalah proses kegiatan u n t u k member ikan 

suatu op in i n i la i atas sua tu objek peni laian berupa 

barang m i l i k daerah pada saat t e r tentu . 

24. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat 

dan Penilai Pemerintah Daerah. 

25. Pengelolaan Barang Mi l ik Daerah adalah kese luruhan 

kegiatan yang me l iput i perencanaan kebu tuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pengamanan dan pemel iharaan, peni la ian, 

pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, 

penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian. 

26. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan me rumuskan 

r inc ian k ebu tuhan barang m i l i k daerah u n t u k 

menghubungkan pengadaan barang yang telah la lu 

dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar 

dalam me lakukan t i ndakan yang akan datang. 

27. Rencana Kebutuhan Barang M i l i k Daerah, yang 

selanjutnya d is ingkat RKBMD, adalah dokumen 

perencanaan kebu tuhan barang m i l i k daerah u n t u k 

periode 1 (satu) t a h u n . 

28. Penggunaan adalah kegiatan yang d i l akukan oleh 

Pengguna Barang da lam mengelola dan 

menatausahakan barang m i l i k daerah yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang 

bersangkutan. 

29. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang m i l i k 

daerah yang t idak d igunakan u n t u k penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau 

opt imal isasi barang m i l i k daerah dengan t idak 

mengubah status kepemi l ikan. 

30. Sewa adalah pemanfaatan barang m i l i k daerah oleh 

p ihak la in da lam j angka w a k t u te r tentu dan mener ima 

imbalan uang tuna i . (i 



3 1 . Pinjam paka i adalah penyerahan penggunaan Barang 

antara pemer intah pusat dan pemer intah daerah a tau 

antar pemer intah daerah da lam j angka w a k t u te r tentu 

tanpa mener ima imba lan dan setelah j angka w a k t u 

tersebut berakhir d iserahkan kembal i kepada Bupat i . 

32. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya dis ingkat 

KSP adalah pendayagunaan barang m i l i k daerah oleh 

p ihak la in da lam jangka w a k t u te r tentu da lam rangka 

peningkatan pendapatan daerah atau sumber 

pembiayaan la innya. 

33. Bangun Guna Serah yang selanjutnya d is ingkat BGS 

adalah pemanfaatan barang m i l i k daerah berupa t anah 

oleh p ihak la in dengan cara mend i r ikan bangunan 

dan/atau sarana be r iku t fasil itasnya, kemud ian 

d idayagunakan oleh p ihak la in tersebut da lam j angka 

w a k t u te r tentu yang telah disepakati , u n t u k 

selanjutnya d iserahkan kembal i tanah beserta 

bangunan dan/atau sarana ber ikut fasil itasnya setelah 

berakhi rnya j angka w a k t u . 

34. Bangun Serah Guna yang selanjutnya dis ingkat BSG 

adalah pemanfaatan barang m i l i k daerah berupa t anah 

oleh p ihak la in dengan cara mend i r ikan bangunan 

dan/atau sarana be r iku t fasil itasnya, dan setelah 

selesai pembangunannya diserahkan u n t u k 

d idayagunakan oleh p ihak la in tersebut da lam j angka 

w a k t u te r tentu yang disepakati . 

35. Kerja Sama Penyediaan In f r a s t ruk tu r yang selanjutnya 

dis ingkat KSPI adalah kerjasama antara pemer intah 

dan badan usaha u n t u k kegiatan penyediaan 

i n f r a s t ruk tu r sesuai dengan ke tentuan pera turan 

perundang-undangan. 

36. Pemindahtanganan adalah pengal ihan kepemi l ikan 

barang m i l i k daerah. 

37. Penjualan adalah pengal ihan kepemi l ikan barang m i l i k 

daerah kepada p ihak la in dengan mener ima 

penggantian da lam ben tuk uang. / 



38. Tukar Menukar adalah pengal ihan kepemi l ikan barang 

m i l i k daerah yang d i l a k u k a n antara pemer intah pusat 

dengan pemer intah daerah, antar pemer intah daerah, 

a tau antara pemer intah daerah dengan p ihak la in , 

dengan mener ima penggantian u t a m a da lam ben tuk 

barang, pa l ing sedikit dengan n i l a i seimbang. 

39. H ibah adalah pengal ihan kepemi l ikan barang dar i 

pemer intah pusat kepada pemer intah daerah, antar 

pemer intah daerah, a tau dar i pemer intah daerah 

kepada p ihak la in , tanpa memperoleh penggantian. 

40. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah 

pengal ihan kepemi l ikan barang m i l i k daerah yang 

semula merupakan kekayaan yang t idak d ip i sahkan 

menjadi kekayaan yang d ip i sahkan u n t u k 

d iperh i tungkan sebagai modal/ saham daerah pada 

Badan Usaha M i l i k Negara, Badan Usaha M i l i k Daerah, 

a tau badan h u k u m la innya yang d i m i l i k i Negara. 

4 1 . Pemusnahan adalah t i ndakan memusnahkan fisik 

dan/atau kegunaan barang m i l i k daerah. 

42. Penghapusan adalah t indakan menghapus barang 

m i l i k daerah dar i daftar barang dengan menerb i tkan 

keputusan dar i pejabat yang berwenang u n t u k 

membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang 

dan/atau Kuasa Pengguna Barang dar i tanggung 

jawab admin is t ras i dan fisik atas barang yang berada 

da lam penguasaannya. 

43. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang 

me l i pu t i p embukuan , inventarisasi , dan pelaporan 

barang m i l i k daerah sesuai dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan. 

44. Inventarisasi adalah kegiatan u n t u k me lakukan 

pendataan, pencatatan, dan pelaporan has i l pendataan 

barang m i l i k daerah. 

45. Daftar Barang m i l i k daerah adalah daftar yang memuat 

data se lu ruh barang m i l i k daerah. 
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46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat 

data barang m i l i k daerah yang d igunakan oleh masing-

masing Pengguna Barang. 

47. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang 

memuat data barang m i l i k daerah yang d im i l i k i oleh 

masing-masing Kuasa Pengguna Barang. 

48. Rumah Negara adalah bangunan yang d i m i l i k i 

Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat 

t inggal a tau h u n i a n dan sarana pembinaan keluarga 

serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau 

Pegawai Negeri Sipi l pemer intah daerah yang 

bersangkutan. 

49. Pihak Lain adalah p ihak-p ihak selain Kementerian/ 

Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

Pasal 2 

Barang m i l i k daerah me l iput i : 

a. barang m i l i k daerah yang dibel i a tau diperoleh atas 

beban APBD; 

b. barang m i l i k daerah yang berasal dar i perolehan 

la innya yang sah. 

Pasal 3 

(1) . Barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud dalam 

Pasal 2 d i larang d igada ikan/di jaminkan u n t u k 

mendapatkan p in jaman a tau d iserahkan kepada p ihak 

l a in sebagai pembayaran atas tag ihan kepada 

pemer intah daerah. 

(2) . Barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 2 t idak dapat d is i ta sesuaj dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan. 
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Pasal 4 

(1) . Barang m i l i k daerah yang dibel i a tau diperoleh atas 

beban APBD sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 

h u r u f a, d i lengkapi dokumen pengadaan. 

(2) . barang m i l i k daerah yang berasal dar i perolehan 

la innya yang sah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

2 h u r u f b, d i lengkapi dokumen perolehan. 

(3) . Barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) bersifat berwujud m a u p u n t idak 

berwujud. 

(1) .Barang m i l i k daerah yang berasal dar i perolehan 

la innya yang sah, me l iput i : 

a. barang yang diperoleh dar i h ibah/sumbangan a tau 

yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dar i 

per janj ian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan p u t u s a n 

pengadi lan yang telah mempunya i kekua tan h u k u m 

tetap; 

e. barang yang diperoleh kembal i dar i has i l divestasi atas 

penyertaan modal pemer intah daerah. 

(2) . Barang yang diperoleh dar i h ibah/sumbangan a tau 

sejenis sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 h u r u f a 

me l iput i h ibah/sumbangan atau yang sejenis dar i 

negara/lembaga internas ional sesuai pera turan 

perundang-undangan. / 

Pasal 5 
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BAB I I 

RUANG UNGKUP 

Pasal 6 

Ruang l ingkup Peraturan Daerah mencakup: 

a. pejabat pengelolaan barang m i l i k daerah; 
v. D. perencanaan k e b u t u h a n dan penganggaran; 

C. pengadaan; 

j 
a. 

penggunaan; 

e. pemanfaatan; 

f. pengamanan dan pemel iharaan; 

g- peni la ian; 

h . pemindahtanganan; 

i . pemusnahan; 

J- penghapusan; 

k. penatausahaan; 

1. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; 

m . pengelolaan barang m i l i k daerah pada perangkat 

daerah yang menggunakan pola pengelolaan keuangan 

badan layanan u m u m daerah; 

n . barang m i l i k daerah berupa r u m a h negara; dan 

o. gant i rug i dan sanksi . 

BAB I I I 

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 

Bagian Kesatu 

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang M i l i k Daerah 

(1) Bupa t i adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 

barang m i l i k daerah. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang m i l i k daerah 

berwenang dan bertanggung jawab: 

a. menetapkan kebi jakan pengelolaan barang m i l i k 

Pasal 7 

daerah; 
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b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, a tau 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan; 

c. menetapkan kebi jakan pengamanan dan 

pemel iharaan barang m i l i k daerah; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan 

meny impan barang m i l i k daerah; 

e. mengajukan u s u l pemindahtanganan barang m i l i k 

daerah yang memer lukan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

f. menyetu ju i u s u l pemindahtanganan, pemusnahan, 

dan penghapusan barang m i l i k daerah sesuai 

kewenangannya; 

g. menyetu ju i u s u l pemanfaatan barang m i l i k daerah 

berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan 

selain tanah dan/atau bangunan; 

h . menyetu ju i u s u l pemanfaatan barang m i l i k daerah 

da lam ben tuk kerja sama penyediaan in f ras t ruk tur . 

Bagian Kedua 

Pengelola Barang 

Pasal 8 

(1) Sekretaris Daerah adalah pengelola barang m i l i k 

daerah. 

(2) Pengelola barang m i l i k daerah berwenang dan 

bertanggung jawab: 

a. menel i t i dan menyetu ju i rencana k e b u t u h a n 

barang m i l i k daerah; 

b. menel i t i dan menyetu ju i rencana k e b u t u h a n 

pemel iharaan/perawatan barang m i l i k daerah; 

c. mengajukan u s u l pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah yang 

memer lukan persetujuan B u p a t i ; / 



-13-

d. mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, 

pemusnahan, dan penghapusan barang m i l i k 

daerah; 

e. mengatur pelaksanaan pemindahtanganan barang 

m i l i k daerah yang telah d isetujui Bupa t i a tau 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

f. me lakukan koord inas i da lam pelaksanaan 

inventar isasi barang m i l i k daerah; dan 

g. me lakukan pengawasan dan pengendalian atas 

pengelolaan Barang m i l i k daerah. 

Bagian Ketiga 

Pejabat Penatausahaan Barang 

Pasal 9 

(1) Kepala SKPD yang mempunya i fungsi pengelolaan 

barang m i l i k daerah selaku Pejabat Penatausahaan 

Barang. 

(2) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) d i te tapkan dengan Keputusan Bupa t i . 

(3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), mempunya i wewenang dan 

tanggungjawab: 

a. membantu menel i t i dan member ikan pert imbangan 

persetujuan da lam penyusunan rencana 

kebu tuhan barang m i l i k daerah kepada Pengelola 

Barang; 

b. memban tu menel i t i dan member ikan pert imbangan 

persetuj uan da lam penyusunan rencana 

k e b u t u h a n pemel iharaan/perawatan barang m i l i k 

daerah kepada Pengelola Barang; 

c. member ikan pert imbangan kepada Pengelola 

Barang atas pengajuan u s u l pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah yang 

memer lukan persetujuan Bupat i ; / 
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d. member ikan pert imbangan kepada pengelola 

barang u n t u k mengatur pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan 

barang m i l i k daerah; 

e. member ikan pert imbangan kepada pengelola 

barang atas pelaksanaan pemindahtanganan 

barang m i l i k daerah yang te lah d ise tu ju i oleh 

Bupa t i a tau DPRD; 

f. membantu Pengelola Barang da lam pelaksanaan 

koord inas i inventarisasi barang m i l i k daerah; 

g. me lakukan pencatatan barang mi l i k daerah berupa 

t anah dan/atau bangunan yang telah d iserahkan 

dar i Pengguna Barang yang t idak d igunakan u n t u k 

kepent ingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

SKPD dan sedang t idak d imanfaatkan p ihak la in 

kepada Bupa t i mela lu i Pengelola Barang, serta 

barang m i l i k daerah yang berada pada Pengelola 

Barang; 

h . mengamankan dan memel ihara barang m i l i k 

daerah sebagaimana d imaksud pada h u r u f g; 

i . membantu Pengelola Barang da lam pengawasan 

dan pengendalian atas pengelolaan barang m i l i k 

daerah; dan 

j . menyusun laporan barang m i l i k daerah. 

Bagian Keempat 

Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang 

Pasal 10 

(1) Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna barang 

m i l i k daerah. 

(2) Pengguna barang m i l i k daerah berwenang dan 

bertanggung jawab: 

a. mengajukan rencana kebu tuhan dan penganggaran 

barang m i l i k daerah bagi perangkat daerah yang 

d ip impinnya ; / 



-15-

b. mengajukan permohonan penetapan status 

penggunaan barang m i l i k daerah yang diperoleh 

dar i beban APBD dan perolehan la innya yang sah; 

c. me l akukan pencatatan dan inventarisasi barang 

m i l i k daerah yang berada da lam penguasaannya; 

d . menggunakan barang m i l i k daerah yang berada 

da lam penguasaannya u n t u k kepent ingan 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat 

daerah yang d ip imp innya ; 

e. mengamankan dan memel ihara barang m i l i k 

daerah yang berada da lam penguasaannya; 

f. mengajukan u s u l pemanfaatan dan 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah berupa 

tanah dan/atau bangunan yang t idak memer lukan 

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

serta barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau 

bangunan; 

g. menyerahkan barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang t idak d igunakan u n t u k 

kepent ingan penyelenggaraan tugas dan fungsi 

perangkat daerah yang d ip imp innya dan sedang 

t idak d imanfaatkan p ihak la in kepada Bupa t i 

mela lu i pengelola barang; 

h . mengajukan u s u l pemusnahan dan penghapusan 

barang m i l i k daerah; 

i . me lakukan pembinaan, pengawasan, dan 

pengendalian atas penggunaan barang m i l i k daerah 

yang berada da lam penguasaannya; dan 

j . menyusun dan menyampaikan laporan barang 

pengguna semesteran dan laporan barang 

pengguna t a h u n a n yang berada da lam 

penguasaannya kepada pengelola barang 
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BAB IV 

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 11 

(1) Perencanaan k e b u t u h a n barang m i l i k daerah 

d i l akukan dengan memperhat ikan kebu tuhan 

pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah serta 

ketersediaan barang m i l i k daerah yang ada. 

(2) Perencanaan k e b u t u h a n sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), me l iput i : 

a. perencanaan; 

b. pengadaan; 

c. pemeliharaan; 

d. pemanfaatan; 

e. pemindahtanganan; 

f. penghapusan barang m i l i k daerah; 

(3) Perencanaan k e b u t u h a n sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), merupakan salah satu dasar bagi perangkat 

daerah da lam pengusulan penyediaan anggaran 

u n t u k k ebu tuhan ba ru (new initiative) dan angka 

dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dan 

anggaran. 

(4) Perencanaan k e b u t u h a n sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), kecual i u n t u k penghapusan, berpedoman 

pada: 

a. standar barang; 

b. standar k e b u t u h a n ; 

c. standar harga. 

(5) Standar barang dan standar k ebu tuhan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (4) h u r u f a dan h u r u f b, 

d i te tapkan oleh Bupat i u n t u k barang m i l i k daerah 

setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkai t . 

(6) Penetapan standar k ebu tuhan oleh Bupat i 

sebagaimana d imaksud pada ayat (5), d i l akukan 

berdasarkan pedoman yang d i t en tukan sesuai dengan 
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ke tentuan peraturan perundang-undangan yang 

ber laku. 

(7) Standar harga sebagaimana d imaksud pada ayat (4) 

h u r u f c, d i te tapkan sesuai dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

Pasal 12 

(1) Pengguna barang mengh impun u s u l RKBMD yang 

d ia jukan oleh kuasa pengguna barang yang berada d i 

l ingkungan kantor yang d ip impinnya . 

(2) Pengguna barang menyampa ikan u s u l RKBMD 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), kepada 

pengelola barang. 

(3) Pengelola barang me lakukan penelaahan atas u s u l 

RKBMD sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

bersama pengguna barang dengan memperhat ikan 

data barang pada pengguna barang dan/atau 

pengelola barang dan d i te tapkan sebagai RKBMD. 

Pasal 13 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara RKBMD 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 8 d i a tu r dengan 

Peraturan Bupat i . 

BAB V 

PENGADAAN 

Pasal 14 

(1) Pengadaan barang m i l i k daerah d i laksanakan 

berdasarkan pr ins ip efisien, efektif, t ransparan dan 

terbuka, bersaing, ad i l , d a n akuntabe l . / 
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(2) Pelaksanaan pengadaan barang m i l i k daerah 

d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan yang ber laku. 

Pasal 15 

(1) Pengguna barang wajib menyampaikan laporan hasi l 

pengadaan barang m i l i k daerah kepada Bupa t i 

mela lu i pengelola barang u n t u k d i te tapkan status 

penggunaannya. 

(2) Laporan has i l pengadaan barang m i l i k daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), t e rd i r i dar i 

laporan has i l pengadaan bu lanan dan t a h u n a n . 

BAB VI 

PENGGUNAAN BARANG 

Pasal 16 

(1) Status penggunaan barang m i l i k daerah d i te tapkan 

oleh Bupa t i u n t u k barang m i l i k daerah. 

(2) Penetapan status penggunaan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), t i dak d i l a k u k a n terhadap: 

a. barang m i l i k daerah berupa: 

1. barang persediaan; 

2. k o n s t r u k s i da lam pengerjaan; 

3. barang yang dar i awal pengadaannya 

d i rencanakan u n t u k d ih ibahkan . 

b. barang m i l i k daerah la innya yang d i te tapkan lebih 

l an ju t oleh Bupa t i . 

(3) Barang m i l i k daerah dapat d i te tapkan status 

penggunaannya u n t u k : 

a. penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat 

daerah; 

b. dioperasikan oleh p ihak la in da lam rangka 

menja lankan pelayanan u m u m sesuai tugas dan 

fungsi perangkat daerah yang bersangkutan. / 
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(4) Barang m i l i k daerah yang telah d i te tapkan status 

penggunaannya pada pengguna barang dapat 

d igunakan sementara oleh pengguna barang la innya 

da lam j angka w a k t u t e r t en tu tanpa harus mengubah 

status penggunaan barang m i l i k daerah tersebut 

setelah terlebih d a h u l u mendapatkan persetujuan 

Bupa t i . 

Bupa t i dapat me l impahkan kewenangan penetapan 

status penggunaan atas Barang M i l i k Daerah selain 

t anah dan/atau bangunan dengan kondis i t e r tentu 

kepada Pengelola Barang Mi l ik Daerah. 

(1) Penetapan status penggunaan barang m i l i k daerah 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 12 d i l akukan 

dengan ta ta cara sebagai ber ikut : 

a. pengguna barang melaporkan barang m i l i k daerah 

yang d i ter imanya kepada pengelola barang disertai 

dengan u s u l penggunaan; 

b. pengelola barang menel i t i laporan dar i pengguna 

barang sebagaimana d imaksud da lam h u r u f a, 

dan mengajukan u s u l penggunaan kepada Bupa t i 

u n t u k d i te tapkan status penggunaannya. 

(2) Da lam kond is i te r tentu pengelola barang dapat 

menetapkan status penggunaan barang m i l i k daerah 

pada pengguna barang tanpa d i d a h u l u i u s u l a n dar i 

pengguna barang. 

(1) Barang m i l i k daerah dapat d i a l ihkan status 

penggunaannya dar i pengguna barang kepada 

pengguna barang la innya u n t u k penyelenggaraan 

tugas dan. fungsi setelah mendapat persetujuan dar i 

Bupa t i . U 

Pasal 17 

Pasal 18 

Pasal 19 
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(2) Pengalihan status penggunaan barang m i l i k daerah 

dapat pu la d i l akukan berdasarkan in is ia t i f dar i 

Bupa t i dengan ter lebih d a h u l u member i t ahukan 

maksud penggunaan barang m i l i k daerah kepada 

pengguna barang. 

Pasal 20 

(1) Penetapan status penggunaan barang m i l i k daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan d i l akukan apabi la 

d ipe r lukan u n t u k kepent ingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa 

pengguna barang. 

(2) Pengguna barang wajib menyerahkan barang m i l i k 

daerah berupa t anah dan/atau bangunan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), yang t idak 

d i gunakan da lam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pengguna barang kepada B u p a t i me la lu i pengelola 

barang. 

(3) D ikecua l ikan dar i ke tentuan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), apabi la tanah dan/atau bangunan 

tersebut te lah d i rencanakan u n t u k d igunakan a tau 

d imanfaatkan da lam j angka w a k t u te r tentu yang 

d i te tapkan oleh Bupat i . 

Pasal 21 

(1) Pengguna barang yang t idak menyerahkan barang 

m i l i k daerah berupa t anah dan/atau bangunan yang 

t idak d igunakan u n t u k kepent ingan penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pengguna barang sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 16 ayat (2) kepada Bupat i , 

d ikenakan sanksi berupa pembekuan dana 

pemel iharaan barang m i l i k daerah berupa t anah 

dan/atau bangunan. 

(2) Tanah dan/atau bangunan yang t idak d i gunakan 

a tau t i dak d imanfaa tkan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), d icabut penetapan status 

penggunaannya oleh Bupat i . 
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(3) Ketentuan lebih l an ju t mengenai tata cara pengenaan 

sanksi kepada pengguna barang yang t idak 

menyerahkan barang d ia tur dengan Peraturan 

Bupa t i . 

Pasal 22 

(1) Bupa t i menetapkan barang m i l i k daerah yang ha rus 

d iserahkan oleh pengguna barang karena t idak 

d i gunakan u n t u k kepent ingan penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa 

pengguna barang serta t idak d imanfaatkan oleh p ihak 

la in . 

(2) Da lam menetapkan penyerahan barang m i l i k daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), Bupa t i 

memperhat ikan: 

a. standar k ebu tuhan tanah dan/atau bangunan 

u n t u k menyelenggarakan dan menun jang tugas 

dan fungsi instans i bersangkutan; 

b. has i l aud i t atas penggunaan tanah dan/atau 

bangunan; 

c. laporan, data, dan informasi yang diperoleh dar i 

sumber la in . 

(3) T indak lan ju t pengelolaan atas penyerahan barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

me l iput i : 

a. penetapan status penggunaan; 

b. pemanfaatan; 

c. pemindahtanganan. 

Pasal 23 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara pelaksanaan 

penggunaan barang m i l i k daerah d i a tu r dengan 

Peraturan Bupat i . 
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BAB VII 

PEMANFAATAN BARANG 

Bagian Kesatu 

Kr i ter ia Pemanfaatan Barang 

Pasal 24 

(1) Pemanfaatan barang m i l i k daerah d i laksanakan oleh: 

a. pengelola barang dengan persetujuan Bupat i , 

u n t u k barang m i l i k daerah yang berada da lam 

penguasaan pengelola barang; 

b. pengguna barang dengan persetujuan pengelola 

barang, u n t u k barang m i l i k daerah yang berada 

da lam penguasaan pengguna barang; 

c. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola 

barang u n t u k barang m i l i k daerah berupa 

sebagian tanah dan/atau bangunan yang mas ih 

d igunakan oleh pengguna barang, dan selain 

tanah dan/atau bangunan; 

(2) Pemanfaatan barang m i l i k daerah d i laksanakan 

berdasarkan pert imbangan teknis dengan 

memperhat ikan kepent ingan daerah dan kepentingan 

u m u m . 

Bagian Kedua 

Ben tuk Pemanfaatan Barang 

Pasal 25 

Ben tuk pemanfaatan barang m i l i k daerah berupa: 

a. sewa; 

b. p in jam pakai ; 

c. KSP; 

d. BGS a tau BSG; 

e. KSPI./7 
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Bagian Ketiga 

Sewa Barang 

Pasal 26 

(1) Sewa barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 25 h u r u f a, d i laksanakan pada: 

a. barang m i l i k daerah berupa tanah dan/ atau 

bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna 

barang kepada Bupat i ; 

b. barang m i l i k daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan yang mas ih d igunakan oleh 

pengguna barang; 

c. barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau 

bangunan. 

(2) Sewa barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f a, d i laksanakan oleh pengelola 

barang setelah mendapat persetujuan dar i Bupa t i . 

(3) Sewa barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, 

d i laksanakan oleh pengguna barang setelah 

mendapat persetujuan dar i pengelola barang. 

Pasal 27 

(1) Barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 26 dapat disewakan kepada p ihak la in . 

(2) Jangka w a k t u sewa barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 26 ayat (1), pal ing lama 5 

(lima) t a h u n dan dapat diperpanjang. 

(3) Jangka w a k t u sewa barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2), dapat diperpanjang u n t u k : 

a. kerja sama in f r a s t ruk tu r ; 

b. kegiatan dengan karakter i s t ik usaha yang 

memer lukan w a k t u sewa lebih dar i 5 (lima) t a h u n ; 

c. d i t en tukan l a in da lam undang-undang ./ 
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(4) Tar i f sewa barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 26 ayat (1), berupa t anah 

dan/atau bangunan d i te tapkan oleh Bupa t i . 

(5) Besaran sewa atas barang m i l i k daerah u n t u k kerja 

sama in f r a s t ruk tu r sebagaimana d imaksud pada ayat 

(3) h u r u f a, a tau u n t u k kegiatan dengan karakter i s t ik 

usaha yang memer lukan w a k t u sewa lebih dar i 5 

(lima) t a h u n sebagaimana d imaksud pada ayat (3) 

h u r u f b, dapat memper t imbangkan n i l a i keekonomian 

dar i masing-masing j en is in f r as t ruk tur . 

(6) Tar i f sewa barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau 

bangunan d i te tapkan oleh Bupa t i dengan 

berpedoman pada kebi jakan pengelolaan barang m i l i k 

daerah. 

(7) Sewa barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 26 ayat (1), d i laksanakan berdasarkan 

perjanj ian pa l ing sedikit memuat : 

a. para p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 

b. j en is , luas a tau j u m l a h barang, besaran sewa, dan 

j angka w a k t u ; 

c. tanggung j awab penyewa atas biaya operasional 

dan pemel iharaan selama j angka w a k t u sewa; dan 

d. hak dan kewajiban para p ihak; 

(8) Hasi l sewa barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 26 ayat (1), merupakan 

pener imaan daerah dan se luruhnya wajib d isetorkan 

ke rekening kas u m u m daerah. 

(9) Penyetoran uang sewa sebagaimana d imaksud pada 

ayat (8), d i l akukan sekaligus secara t u n a i pa l ing 

lambat 2 (dua) h a r i kerja sebelum d i tandatanganinya 

perjanj ian sewa barang m i l i k daerah. 

(10) D ikecua l ikan dar i ke tentuan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (9), penyetoran uang sewa Barang M i l i k 

Daerah dapat d i l akukan secara bertahap dengan 

persetujuan Pengelola Barang atas : 

a. Sewa u n t u k kerjasama in f ras t ruk tur , dan/atau 
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b. Sewa u n t u k Barang M i l i k Daerah dengan 

karakter is t ik/s i fa t khusus . 

Bagian Keempat 

Pinjam Pakai Barang 

Pasal 28 

(1) Pinjam paka i barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 25 h u r u f b, d i laksanakan 

antara pemer intah pusat dan pemer intah daerah atau 

antar pemer intah daerah da lam rangka 

penyelenggaraan pemer intahan. 

(2) Jangka w a k t u p in jam paka i Barang M i l i k Daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), pa l ing lama 5 

(lima) t a h u n dan dapat diperpanjang. 

(3) Pinjam pakai barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i laksanakan berdasarkan 

perjanj ian yang pa l ing sedikit memuat : 

a. para p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 

b. jenis , luas a tau j u m l a h barang yang d ip in jamkan 

dan j angka w a k t u ; 

c. tanggung j awab pemin jam atas biaya operasional 

dan pemel iharaan selama j angka w a k t u 

peminjaman; dan 

d. h a k dan kewajiban para p ihak. 

Bagian Kel ima 

Kerja Sama Pemanfaatan Barang 

Pasal 29 

KSP Barang Mi l ik Daerah sebagaimana d imaksud da lam 

Pasal 25 h u r u f c, dengan p ihak l a in d i laksanakan da lam 

rangka: 

a. mengopt imalkan daya guna dan hasi l guna barang 

m i l i k daerah; 

b. men ingkatkan pendapatan daerah. 
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Pasal 30 

(1) KSP Barang M i l i k Daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 29 d i laksanakan terhadap: 

a. Barang Mi l ik Daerah berupa t anah dan/atau 

bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna 

barang kepada Bupa t i ; 

b. Barang Mi l ik Daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan yang mas ih d igunakan oleh 

pengguna barang; 

c. Barang Mi l ik Daerah selain t anah dan / a tau 

bangunan. 

(2) KSP atas Barang M i l i k Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, d i laksanakan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

Bupa t i . 

(3) KSP atas Barang M i l i k Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f b dan h u r u f c, 

d i laksanakan oleh pengguna barang setelah 

mendapat persetujuan Bupa t i . 

Pasal 31 

(1) KS P atas barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud dalam Pasal 3 0 ayat (3), d i laksanakan 

dengan ketentuan: 

a. t i dak tersedia a tau t idak c u k u p tersedia dana 

da lam APBD u n t u k memenuh i biaya operasional, 

pemel iharaan, dan/atau perbaikan yang 

d iper lukan terhadap barang m i l i k daerah 

tersebut; 

b. m i t r a KSP d ip i l i h me la lu i tender, kecual i u n t u k 

Barang M i l i k Daerah yang bersifat k h u s u s dapat 

d i l akukan penun jukan langsung; 

c. p enun jukan langsung m i t r a KSP atas barang m i l i k 

daerah yang bersifat k h u s u s sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f b, d i l a k u k a n oleh pengguna 
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barang terhadap Badan Usaha Mi l ik Daerah yang 

memi l ik i b idang dan/atau wi layah kerja ter tentu 

sesuai ke tentuan pera turan perundang-undangan; 

d. m i t r a KSP ha rus membayar kon t r i bus i tetap 

setiap t a h u n selama j angka w a k t u pengoperasian 

yang te lah d i te tapkan dan pembagian keun tungan 

hasi l KSP ke rekening Kas U m u m Daerah; 

e. besaran pembayaran kon t r i bus i tetap dan 

pembagian keun tungan hasi l KSP d i te tapkan dar i 

has i l perh i tungan t i m yang d iben tuk oleh : 

1. Bupa t i u n t u k Barang M i l i k Daerah berupa 

t anah dan/atau bangunan; atau 

2. Pengelola Barang M i l i k Daerah, u n t u k barang 

m i l i k daerah selain t anah dan/atau bangunan; 

f. besaran pembayaran kon t r i bus i tetap dan 

pembagian keun tungan hasi l KSP harus 

mendapat persetujuan dar i Bupa t i ; 

g. dalam KSP Barang M i l i k Daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan, sebagian kon t r i bus i tetap 

dan pembagian keuntungannya dapat berupa 

bangunan beserta fasi l i tasnya yang d ibangun 

da lam satu kesatuan perencanaan tetapi t i dak 

te rmasuk sebagai objek KSP; 

h . besaran n i l a i bangunan beserta fasil itasnya 

sebagai bagian dar i kon t r i bus i tetap dan 

kon t r i bus i pembagian keun tungan sebagaimana 

d imaksud pada h u r u f g pa l ing banyak 10% 

(sepuluh persen) dar i to ta l penerimaan kon t r i bus i 

tetap dan pembagian keun tungan selama masa 

KSP; 

L bangunan yang d ibangun dengan biaya sebagian 

kon t r i bus i tetap dan pembagian keun tungan dar i 

awal pengadaannya merupakan Barang Mi l ik 

Daerah; 

j . selama j angka w a k t u pengoperasian, m i t r a KSP 

di larang men jaminkan atau menggadaikan Barang 

M i l i k Daerah yang menjadi objek KSP; dan It 
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k. j angka w a k t u KSP pal ing lama 30 (tiga pu luh ) 

t a h u n sejak perjanj ian d i tandatangani dan dapat 

diperpanjang. 

(2) Semua biaya persiapan KSP yang terjadi setelah 

d i te tapkannya m i t r a KSP dan biaya pelaksanaan KSP 

menjadi beban m i t r a KSP. 

(3) Ketentuan mengenai j angka w a k t u sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f k, t i dak ber laku da lam 

h a l KSP atas Barang M i l i k Daerah u n t u k penyediaan 

in f ras t ruk tur . 

(4) Jenis penyediaan in f r a s t ruk tu r sebagaimana 

d imaksud ayat (3) mengacu pada ke tentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai 

in f r as t ruk tur . 

(5) Jangka w a k t u KSP atas barang m i l i k daerah u n t u k 

penyediaan in f r a s t ruk tu r sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3), pal ing lama 50 ( l ima pu luh ) t a h u n sejak 

perjanj ian d i tandatangani dan dapat diperpanjang. 

(6) Da lam h a l m i t r a KSP atas barang m i l i k daerah u n t u k 

penyediaan in f r a s t ruk tu r sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3), berbentuk badan usaha daerah, 

kon t r i bus i tetap dan pembagian keun tungan dapat 

d i te tapkan pal ing t inggi sebesar 7 0 % ( tu juh p u l u h 

persen) dar i has i l perh i tungan t i m sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f e. 

(7) Besaran kon t r i bus i tetap dan pembagian keun tungan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (6), ha rus 

mendapatkan persetujuan dar i Bupa t i . 

Bagian Keenam 

BGS a tau BSG 

Pasal 32 

(1) BGS a tau BSG barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 25 h u r u f d, d i laksanakan 

dengan pert imbangan: / 



-29-

a. pengguna barang memer lukan bangunan dan 

fasil itas bagi penyelenggaraan pemer intahan 

daerah u n t u k kepentingan pelayanan u m u m 

da lam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; 

b. t i dak tersedia a tau t idak c u k u p tersedia dana 

da lam APBD u n t u k penyediaan bangunan dan 

fasilitas. 

(2) BGS a tau BSG Barang M i l i k Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i laksanakan oleh Pengelola 

Barang M i l i k Daerah setelah mendapat persetujuan 

Bupa t i . 

(3) BGS a tau BSG sebagaimana d imaksud ayat (2) dapat 

d i l akukan setelah Barang Mi l ik Daerah yang 

d i rencanakan menjadi objek BGS ter lebih d a h u l u 

d iserahkan kepada Bupa t i . 

Pasal 33 

Penetapan status penggunaan barang m i l i k daerah 

sebagai hasi l dar i pelaksanaan BGS a tau BSG 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 32 ayat (3), 

d i laksanakan oleh Bupa t i da lam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi perangkat daerah terkai t . 

Pasal 34 

(1) Jangka w a k t u BGS a tau BSG pal ing lama 30 (tiga 

puluh) t a h u n sejak perjanj ian d i tandatangani . 

(2) Pemil ihan m i t r a BGS a tau BSG d i laksanakan mela lu i 

tender. 

(3) M i t r a BGS a tau BSG sebagaimana d imaksud pada 

ayat (2), yang te lah d i te tapkan selama j angka w a k t u 

pelaksanaan BGS a tau BSG : 

a. wajib membayar kon t r i bus i ke rekening kas 

u m u m daerah setiap t a h u n selama j angka w a k t u 

pengoperasian, yang besarannya d i te tapkan 

berdasarkan has i l perh i tungan t i m yang d iben tuk 

oleh pejabat yang berwenang; 

b. wajib memel ihara objek BGS a tau BSG; 
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c. d i larang men jaminkan , menggadaikan, a tau 

memindahtangankan: 

1. t anah yang menjadi objek BGS a tau BSG; 

2. bangunan beserta fasilitas yang berasal dar i 

pelaksanaan BGS yang d igunakan langsung 

u n t u k penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemer intah daerah; 

3. has i l BGS. 

(4) Dalam j angka w a k t u pelaksanaan BGS a tau BSG, 

bangunan beserta fasil itas yang berasal dar i 

pelaksanaan BGS a tau BSG harus d i gunakan 

langsung u n t u k penyelenggaraan tugas dan fungsi 

pemer intah daerah pal ing sedikit 10% (sepuluh 

persen). 

(5) BGS a tau BSG d i laksanakan berdasarkan perjanj ian, 

pal ing sedikit memuat : 

a. para p ihak yang ter ikat da lam perjanj ian; 

b. objek BGS a tau BSG; 

c. j angka w a k t u BGS a tau BSG; 

d. j angka w a k t u pengoperasian has i l BGS a tau BSG; 

e. h a k dan kewajiban para p ihak yang ter ikat da lam 

perjanj ian; 

(6) Persetujuan Bangunan Gedung da lam rangka BGS 

a tau BSG harus d ia tasnamakan pemer intah daerah. 

(7) Semua biaya persiapan BGS atau BSG yang terjadi 

setelah d i te tapkannya m i t r a BGS atau BSG dan biaya 

pelaksanaan BGS a tau BSG menjadi beban m i t r a 

yang bersangkutan. 

(8) M i t r a BGS a tau BSG Barang Mi l ik Daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3), menyerahkan 

objek BGS a tau BSG beserta has i l BGS a tau BSG 

kepada Bupat i pada akh i r j angka w a k t u pelaksanaan, 

setelah d i l akukan aud i t oleh aparat pengawasan 

in t e rn pemer intah. 

(9) Penyerahan objek BGS a tau BSG beserta has i l BGS 

a tau BSG sebagaimana d imaksud ayat (8) t i dak 

dan 
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menghapuskan kewajiban dan tanggung j awab M i t ra 

BGS a tau BSG u n t u k men indak lan ju t i has i l aud i t 

yang telah d i l akukan oleh aparat pengawas in te rn 

Pemerintah. 

BSG atau BSG barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 34 ayat (8) d i laksanakan dengan 

tata cara: 

a. m i t r a BSG a tau BSG harus menyerahkan objek BSG 

kepada Bupa t i setelah selesainya pembangunan; 

b. has i l BSG a tau BSG yang d iserahkan kepada Bupa t i 

d i te tapkan sebagai Barang M i l i k Daerah; 

c. m i t r a BSG a tau BSG dapat mendayagunakan barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

sesuai j angka w a k t u yang d i te tapkan da lam 

perjanj ian; dan 

d. setelah j angka w a k t u pendayagunaan berakhir , objek 

BSG a tau BSG ter lebih d a h u l u d iaud i t oleh aparat 

pengawasan in t e rn pemer intah sebelum 

penggunaannya d i te tapkan oleh Bupa t i . 

Bagian Ke tu juh 

Kerja Sama Penyediaan In f r a s t ruk tu r 

Pasal 36 

(1) Kerja sama penyediaan in f r as t ruk tur atas barang 

m i l i k daerah d i laksanakan terhadap: 

a. barang m i l i k daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan pada pengelola barang/pengguna 

barang; 

b. barang m i l i k daerah berupa sebagian tanah 

dan/atau bangunan yang mas ih d i gunakan oleh 

pengguna barang; 

c. barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau 

bangunan. / 

Pasal 35 
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(2) Kerja sama penyediaan in f r a s t ruk tu r atas barang 

m i l i k daerah pada pengelola barang sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, d i laksanakan oleh 

pengelola barang setelah mendapat persetujuan dar i 

Bupa t i . 

(3) Kerja sama penyediaan in f r a s t ruk tu r atas barang 

m i l i k daerah pada pengguna barang sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, h u r u f b, dan h u r u f c, 

d i laksanakan oleh pengguna barang setelah 

mendapat persetujuan dar i Bupa t i . 

(1) Kerja sama penyediaan i n f r a s t ruk tu r atas barang 

m i l i k daerah d i l akukan antara pemer intah dan badan 

usaha. 

(2) Badan usaha sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

berbentuk: 

a. perseroan terbatas; 

b. badan usaha m i l i k daerah; dan/atau 

c. koperasi. 

(3) Jangka w a k t u kerja sama penyediaan in f r a s t ruk tu r 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), pa l ing lama 50 

( l ima pu luh ) t a h u n dan dapat diperpanjang. 

(4) Penetapan m i t r a kerja sama penyediaan in f r a s t ruk tu r 

d i laksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang ber laku. 

(5) M i t r a kerja sama penyediaan in f r a s t ruk tu r yang te lah 

d i te tapkan sebagaimana d imaksud pada ayat (4), 

selama j angka w a k t u kerja sama penyediaan 

in f ras t ruk tur : 

a. d i larang men jaminkan , menggadaikan, a tau 

memindahtangankan barang m i l i k daerah yang 

menjadi objek kerja sama penyediaan 

in f ras t ruk tur ; 

b. wajib memel ihara objek kerja sama penyediaan 

in f r a s t ruk tu r dan barang has i l kerja sama 

Pasal 37 

penyediaan in f r as t ruk tur ; 
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c. dapat d ibebankan pembagian kelebihan 

keun tungan sepanjang terdapat kelebihan 

keun tungan yang diperoleh pada saat perjanj ian 

d imu la i (clawback). 

(6) Pembagian kelebihan keun tungan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (5) h u r u f c, d isetorkan ke kas 

u m u m daerah. 

(7) Pembagian kelebihan keun tungan sebagaimana 

d imaksud pada ayat (5) h u r u f c, d i te tapkan oleh 

Bupa t i . 

(8) M i t ra kerja sama penyediaan i n f r a s t ruk tu r 

sebagaimana d imaksud pada ayat (5), menyerahkan 

objek kerja sama penyediaan in f r a s t ruk tu r dan 

barang has i l kerja sama penyediaan i n f r a s t ruk tu r 

kepada pemer intah pada saat berakhi rnya j angka 

w a k t u kerjasama penyediaan in f r a s t ruk tu r sesuai 

perjanj ian. 

(9) Barang hasi l kerja sama penyediaan i n f r a s t ruk tu r 

menjadi barang m i l i k daerah sejak d iserahkan kepada 

pemer intah sesuai perjanj ian. 

Bagian Kedelapan 

Tender 

Pasal 38 

Tender sebagaimana d imaksud da lam Pasal 27 ayat (1) 

h u r u f b dan Pasal 30 ayat (2), d i l akukan dengan tata 

cara: 

a. rencana tender d i u m u m k a n d i media massa loka l dan 

nasional ; 

b. tender d i laksanakan pal ing sedikit 3 (tiga) peserta 

calon m i t r a yang memasukkan penawaran; 

c. da lam ha l calon m i t r a yang memasukkan penawaran 

k u r a n g dar i 3 (tiga) peserta d i l a k u k a n pengumuman 

u lang d i media massa loka l dan nasional ; 

d. da lam h a l setelah pengumuman u lang d i l akukan j i ka : J 
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1. terdapat pa l ing sedikit 3 (tiga) peserta calon mi t ra , 

proses d i l an ju tkan dengan mekanisme tender; 

2. terdapat 2 (dua) peserta calon m i t r a , tender 

d inyatakan gagal dan proses selanjutnya 

d i l akukan dengan mekanisme seleksi langsung; 

3. hanya 1 (satu) peserta calon mi t ra , tender 

d inyatakan gagal dan proses selanjutnya 

d i l akukan dengan mekanisme penun jukan 

langsung. 

Pasal 39 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai ta ta cara pelaksanaan 

pemanfaatan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 25 d i a tu r dengan Peraturan 

Bupa t i . 

BAB VII I 

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN 

Bagian Kesatu 

Pengamanan Barang 

Pasal 40 

(1) Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa 

pengguna barang waj ib me lakukan pengamanan 

barang m i l i k daerah yang berada da lam 

penguasaannya. 

(2) Pengamanan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), me l iput i pengamanan 

admin is t ras i , pengamanan fisik, dan pengamanan 

h u k u m . 

Pasal 41 

(1) Barang m i l i k daerah berupa t anah harus 

d iser t i f ikatkan atas nama pemer intah daerah. 
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(2) Barang m i l i k daerah berupa bangunan harus 

di lengkapi dengan b u k t i kepemi l ikan atas nama 

pemer intah daerah. 

(3) Barang m i l i k daerah selain tanah dan/atau bangunan 

harus di lengkapi dengan b u k t i kepemi l ikan atas 

nama pemer intah daerah. 

Pasal 42 

(1) B u k t i kepemi l ikan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 27 wajib d i s impan dengan 

tert ib dan aman. 

(2) Penyimpanan b u k t i kepemi l ikan barang m i l i k daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), d i l akukan oleh 

pengelola barang. 

(3) Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara 

peny impanan dokumen kepemi l ikan barang m i l i k 

daerah d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i . 

Pasal 43 

(1) Bupa t i dapat menetapkan kebi jakan asurans i a tau 

pertanggungan da lam rangka pengamanan barang 

m i l i k daerah te r tentu dengan mempert imbangkan 

kemampuan keuangan daerah. 

(2) Ketentuan lebih l an ju t mengenai ta ta cara asurans i 

barang m i l i k daerah d i a tu r dengan Peraturan Bupat i . 

Bagian Kedua 

Pemeliharaan Barang 

Pasal 44 

(1) Pengelola barang, pengguna barang, a tau kuasa 

pengguna barang bertanggung j awab atas 

pemel iharaan barang m i l i k daerah yang berada d i 

bawah penguasaannya/ 
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(2) Pemeliharaan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

berpedoman pada daftar k e b u t u h a n pemel iharaan 

barang. 

(3) Biaya pemel iharaan barang m i l i k daerah d ibebankan 

pada APBD. 

(4) Da lam h a l barang m i l i k daerah d i l akukan 

pemanfaatan dengan p ihak la in , biaya pemel iharaan 

menjadi tanggung j awab sepenuhnya dar i penyewa, 

peminjam, m i t r a KSP, m i t r a BGS/BSG, a tau m i t r a 

kerja sama penyediaan in f ras t ruk tur . 

(1) Kuasa pengguna barang waj ib membuat daftar hasi l 

pemel iharaan barang yang berada da lam 

kewenangannya dan melaporkan secara ter tu l i s daftar 

hasi l pemel iharaan barang kepada pengguna barang 

secara berkala. 

(2) Pengguna barang a tau pejabat yang d i t u n j u k menel i t i 

laporan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dan 

menyusun daftar hasi l pemel iharaan barang yang 

d i l akukan da lam 1 (satu) t a h u n anggaran sebagai 

bahan u n t u k me lakukan evaluasi mengenai efisiensi 

pemel iharaan barang m i l i k daerah. 

BAB IX 

PENILAIAN BARANG 

Pasal 46 

Penilaian Barang M i l i k Daerah d i l akukan da lam rangka 

penyusunan neraca pemer intah daerah, pemanfaatan, 

a tau pemindahtanganan, kecual i da lam ha l u n t u k : 

a. pemanfaatan da lam ben tuk p in jam pakai ; 

b. pemindahtanganan da lam ben tuk h i b a h . / 

Pasal 45 
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Pasal 47 

Penetapan n i l a i barang m i l i k daerah da lam rangka 

penyusunan neraca pemer intah daerah d i l akukan 

dengan berpedoman pada Standar Akun tans i 

Pemerintahan (SAP). 

Pasal 48 

(1) Penilaian barang m i l i k daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan da lam rangka pemanfaatan a tau 

pemindahtanganan d i l akukan oleh: 

a. peni la i pemer intah; a tau 

b. peni la i pub l ik . 

(2) Penilaian Barang M i l i k Daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i l aksanakan u n t u k 

mendapatkan n i l a i wajar sesuai dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

Pasal 49 

(1) Penilaian barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau 

bangunan da lam rangka pemanfaatan a tau 

pemindahtanganan d i l akukan oleh t i m yang 

d i te tapkan oleh Bupa t i a tau menggunakan peni lai . 

(2) Penilaian barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), d i laksanakan u n t u k mendapatkan : 

a. n i l a i wajar sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan, u n t u k peni la ian yang 

d i l akukan oleh Penilai; a tau 

b. n i l a i taks i ran , u n t u k peni la ian yang d i l akukan 

oleh t i m . 

Pasal 50 

(1) Da lam kondis i t e r t entu , pengelola barang dapat 

me lakukan peni la ian kembal i atas n i l a i barang m i l i k 

daerah yang telah d i te tapkan da lam neraca 

pemer intah daerah. 
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(2) Pelaksanaan peni laian kembal i atas n i l a i barang m i l i k 

daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

berdasarkan ke ten tuan pera turan perundang-

undangan yang ber laku. 

Pasal 51 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai peni la ian barang m i l i k 

daerah d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i . 

BAB X 

PEMINDAHTANGANAN BARANG 

Bagian Kesatu 

U m u m 

Pasal 52 

(1) Barang m i l i k daerah yang t idak d iper lukan bagi 

penyelenggaraan tugas pemer intahan daerah dapat 

d ip indah tangankan. 

(2) Pemindahtanganan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), d i l a k u k a n dengan cara: 

a. penjualan; 

b. t u k a r menukar ; 

c. h ibah ; 

d. penyertaan modal pemer intah daerah. 

Bagian Kedua 

Persetujuan Pemindahtanganan Barang 

Pasal 53 

(1) Pemindahtanganan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 53 u n t u k : 

a. tanah dan/atau bangunan; 

b. selain t anah dan/atau bangunan yang berni la i 

leb ih dar i Rp 5.000.000.000,00 ( l ima mi l i a r 

rup iah ) . 

(2) Pemindahtanganan sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), d i l akukan setelah mendapat persetujuan dar i 

DPRD. / 
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(3) Pemindahtanganan barang m i l i k daerah berupa t anah 

dan/atau bangunan sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1) h u r u f a, t i dak memer lukan persetujuan dar i 

DPRD, apabila: 

a. sudah t idak sesuai dengan ta ta ruang wi layah 

a tau penataan kota ; 

b. harus d ihapuskan karena anggaran u n t u k 

bangunan pengganti sudah disediakan da lam 

dokumen penganggaran; 

c. d i p e r u n t u k k a n bagi pegawai negeri; 

d . d i p e r u n t u k k a n bagi kepent ingan u m u m ; 

e. d ikuasa i negara berdasarkan p u t u s a n pengadilan 

yang telah berkekuatan h u k u m tetap dan/atau 

berdasarkan ke ten tuan peraturan perundang-

undangan yang ber laku, yang j i k a s tatus 

kepemi l ikannya d iper tahankan t idak layak secara 

ekonomis. 

(4) Usu i u n t u k memperoleh persetujuan dar i Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 52 ayat (2), d ia jukan oleh Bupat i . 

Pemindahtanganan barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

52 ayat (2), d i l akukan oleh pengelola barang setelah 

mendapat persetujuan dar i Bupa t i . 

(1) Pemindahtanganan barang m i l i k daerah selain t anah 

dan/atau bangunan yang berni la i sampai dengan Rp 

5.000.000.000,00 (l ima mi l i a r rupiah) d i l akukan oleh 

pengelola barang setelah mendapat persetujuan dar i 

Bupat i . 

(2) Pemindahtanganan barang m i l i k daerah selain t anah 

dan/ a tau bangunan yang berni la i lebih dar i Rp 

5.000.000.000,00 (l ima mi l i a r rupiah) sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 53 ayat (2) h u r u f b, d i l akukan 

Pasal 54 

Pasal 55 
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oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan 

dar i DPRD. 

(3) Usu i u n t u k memperoleh persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), d ia jukan oleh Bupa t i sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 

ber laku. 

Bagian Ketiga 

Penjualan Barang 

Pasal 56 

Penjualan barang m i l i k daerah d i laksanakan dengan 

pert imbangan: 

a. u n t u k opt imal isasi barang m i l i k daerah yang berlebih 

a tau t idak d igunakan/dimanfaatkan; 

b. secara ekonomis leb ih menguntungkan bagi daerah 

apabila d i jua l . 

Pasal 57 

(1) Penjualan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 57 d i l akukan secara lelang, 

kecual i da lam h a l t e r tentu . 

(2) Pengecualian sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

me l iput i : 

a. barang m i l i k daerah yang bersifat khusus ; 

b. barang m i l i k daerah la innya yang d i te tapkan lebih 

l an ju t oleh Bupa t i . 

(3) Penentuan n i la i da lam rangka penjualan barang m i l i k 

daerah secara lelang sebagaimana d imaksud pada 

ayat (1), d i laksanakan dengan memperh i tungkan 

faktor penyesuaian. 

(4) Ni lai sebagaimana d imaksud pada ayat (3) merupakan 

batasan terendah yang d isampaikan kepada Bupa t i 

sebagai dasar penetapan n i l a i l i m i t / 
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(5) Ketentuan mengenai tata cara penjualan barang m i l i k 

daerah yang bersifat k h u s u s d i a tu r dengan Peraturan 

Bupat i . 

(6) Penjualan barang m i l i k daerah la innya sebagaimana 

d imaksud pada ayat (2) h u r u f b, d i l akukan sesuai 

dengan ke tentuan pera turan perundang-undangan 

yang ber laku. 

Pasal 58 

Penjualan barang m i l i k daerah d i laksanakan oleh 

pengelola barang setelah mendapat persetujuan dar i 

Bupa t i . 

Pasal 59 

(1) Penj ua lan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 58 d i l a k u k a n dengan ta ta 

cara: 

a. pengguna barang me la lu i pengelola barang 

mengajukan u s u l penjualan barang m i l i k daerah 

selain t anah dan/atau bangunan kepada Bupa t i 

disertai pert imbangan aspek teknis , ekonomis dan 

yur id is ; 

b. Bupa t i menel i t i dan mengkaj i pert imbangan 

per lunya penjualan barang m i l i k daerah selain 

t anah dan/atau bangunan dar i aspek teknis, 

ekonomis dan yur id i s ; 

c. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 

ber laku, Bupa t i dapat menyetu ju i dan 

menetapkan barang m i l i k daerah selain tanah 

dan/atau bangunan yang akan d i jua l sesuai batas 

kewenangan; 

d. u n t u k penjualan yang memer lukan persetujuan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bupa t i 

mengajukan u s u l penjualan disertai dengan 

pert imbangan. / 
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(2) Hasi l penjualan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), waj ib disetor se luruhnya ke 

rekening kas u m u m daerah sebagai pener imaan 

daerah. 

Bagian Keempat 

Tukar Menukar Barang 

Pasal 60 

(1) Tukar menukar barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 52 ayat (2) h u r u f b, 

d i laksanakan dengan pert imbangan: 

a. u n t u k memenuh i k ebu tuhan operasional 

penyelenggaraan pemer intahan; 

b. u n t u k opt imal isasi barang m i l i k daerah; 

c. t i dak tersedia dana da lam APBD; 

(2) Tukar menukar barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), dapat d i l akukan dengan 

p ihak: 

a. Pemerintah Pusat; 

b. Pemerintah Daerah lainnya/Desa; 

c. badan usaha m i l i k negara, badan usaha m i l i k 

daerah a tau badan h u k u m la innya yang d i m i l i k i 

negara; a tau 

d. swasta. 

(1) Tukar menukar barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 60 dapat berupa: 

a. t anah dan/atau bangunan yang telah diserahkan 

kepada Bupat i ; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada 

pengguna barang; 

c. selain t anah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang akan d ipe r tukarkan 

Pasal 61 
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sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, 

d i l akukan oleh Bupa t i , sesuai kewenangannya. 

(3) Tukar menukar sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 

persetujuan dar i Bupa t i . 

Pasal 62 

(1) Tukar menukar barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 61 ayat (1) h u r u f a, 

d i laksanakan dengan ta ta cara: 

a. Pengelola Barang mengkaj i per lunya Tukar 

Menukar Barang M i l i k Daerah dar i aspek teknis, 

ekonomis, dan yur id i s ; 

b. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan, 

Pengelola Barang mengajukan has i l ka j ian dan 

konsep penetapan t u k a r menukar Barang M i l i k 

Daerah kepada Bupat i ; 

c. berdasarkan has i l ka j ian Pengelola Barang, Bupa t i 

dapat menetapkan Barang M i l i k Daerah yang 

akan d ipe r tukarkan sesuai batas kewenangannya; 

d . Tukar Menukar Barang Mi l ik Daerah 

d i laksanakan me la lu i proses persetujuan dengan 

berpedoman pada ke tentuan sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1), Pasal 53 ayat 

(3), dan Pasal 54; 

e. pelaksanaan Tukar Menukar Barang M i l i k Daerah 

tersebut d i laksanakan oleh Pengelola Barang 

dengan berpedoman pada persetujuan 

sebagaimana d imaksud da lam h u r u f d; dan 

f. pelaksanaan serah ter ima barang yang dilepas 

dan barang pengganti ha rus d i tuangkan da lam 

berita acara serah ter ima barang. 

(2) Tukar menukar barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 6 1 ayat (1) h u r u f b, 

d i laksanakan dengan ta ta cara. 
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a. Pengguna Barang mela lu i pengelola barang 

mengajukan u s u l t u k a r menukar barang m i l i k 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan kepada 

B u p a t i disertai per t imbangan dan kelengkapan 

data; 

b. da lam rangka persetujuan Bupa t i , Pengelola 

Barang menel i t i dan mengkaj i per t imbangan 

per lunya t u k a r menukar barang m i l i k daerah 

berupa t anah dan/ a tau bangunan dar i aspek 

teknis, ekonomis dan yur id i s ; 

c. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan, Bupa t i dapat 

menyetu ju i dan menetapkan barang m i l i k daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

d ipe r tukarkan ; 

d . proses persetujuan t u k a r menukar barang m i l i k 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan 

d i laksanakan dengan berpedoman pada ke tentuan 

da lam Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 

55; 

e. pengelola barang melaksanakan t u k a r menukar 

dengan berpedoman pada persetujuan 

sebagaimana d imaksud da lam h u r u f d; dan ; 

f. pelaksanaan serah ter ima barang yang dilepas dan 

barang pengganti ha rus d i tuangkan da lam ber i ta 

acara serah ter ima barang. 

(3) Tukar menukar barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 6 1 ayat (1) h u r u f c, 

d i laksanakan dengan ta ta cara: 

a. pengguna barang mela lu i Pengelola Barang 

mengajukan u s u l t u k a r menukar barang m i l i k 

daerah selain t anah dan/atau bangunan kepada 

Bupa t i disertai pert imbangan, kelengkapan data, 

d a n has i l nengkaj ian t i m in t e rn instans i Pengguna 

Barang; / 
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b. Pengelola Barang menel i t i dan mengkaj i 

pert imbangan dar i aspek teknis, ekonomis, dan 

yur id i s ; 

c. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang- u ndangan, 

Bupa t i dapat menyetu ju i u s u l t u k a r menukar 

barang m i l i k daerah selain tanah dan/atau 

bangunan sesuai kewenangannya; 

d. proses persetujuan t u k a r menukar barang m i l i k 

daerah selain t anah dan/atau bangunan 

d i laksanakan dengan berpedoman pada ke tentuan 

da lam Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2); 

e. Pengelola Barang melaksanakan t u k a r menukar 

setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f d; dan 

f. pelaksanaan serah ter ima barang yang dilepas 

dan barang pengganti harus d i tuangkan da lam 

berita acara serah ter ima barang. 

Bagian Kel ima 

Hibah Barang 

Pasal 63 

(1) Hibah barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

dalam Pasal 52 ayat (2) h u r u f c, d i l akukan dengan 

pert imbangan u n t u k kepent ingan sosial, budaya, 

keagamaan, kemanusiaan, pendid ikan yang bersifat 

n o n komersial , dan penyelenggaraan pemer intahan 

daerah. 

(2) H ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1), ha rus 

memenuh i syarat: 

a. b u k a n merupakan barang rahasia negara; 

b. b u k a n merupakan barang yang menguasai hajat 

h i d u p orang banyak; dan 

c. t idak d iper lukan da lam penyelenggaraan tugas 

dan fungsi penyelenggaraan pemer intahan daerah. 
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Pasal 64 

(1) H ibah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 63 dapat 

berupa: 

a. t anah dan/atau bangunan yang te lah d iserahkan 

kepada Bupat i ; 

b. t anah dan/atau bangunan yang berada pada 

pengguna barang; 

c. selain t anah dan/atau bangunan. 

(2) Penetapan barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang akan d ih ibahkan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, 

d i l akukan oleh B u p a t i sesuai batas kewenangannya. 

(3) H ibah sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a, 

h u r u f b, dan h u r u f c d i laksanakan oleh pengelola 

barang setelah mendapat persetujuan dar i Bupat i . 

Pasal 65 

(1) H ibah barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 64 ayat (1) h u r u f a, d i laksanakan dengan 

ta ta cara: 

a. Pengelola Barang mengkaj i per lunya H ibah 

Barang M i l i k Daerah berdasarkan pet imbangan 

dan syarat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 

63; 

b. apabi la memenuh i syarat sesuai ke tentuan 

pera turan perundang-undangan, Pengelola 

Barang mengajukan has i l ka j ian dan konsep 

penetapan H ibah Barang M i l i k Daerah kepada 

Bupat i ; 

c. berdasarkan has i l ka j ian Pengelola Barang, Bupa t i 

dapat menetapkan Barang M i l i k Daerah yang 

akan d ih ibahkan sesuai batas kewenangannya; 

d . proses persetujuan H ibah Barang M i l i k Daerah 

d i laksanakan dengan berpedoman pada ke tentuan 
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sebagaimana d imaksud da lam Pasal 53 ayat (1), 

Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 54; 

e. pelaksanaan H ibah Barang M i l i k Daerah tersebut 

d i laksanakan oleh Pengelola Barang dengan 

berpedoman pada persetuj u a n sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f d; dan 

f. pelaksanaan serah ter ima barang yang 

d ih ibahkan harus d i tuangkan da lam beri ta acara 

serah ter ima barang. 

(2) H ibah barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 64 ayat (1) h u r u f b, d i l aksanakan dengan 

ta ta cara: 

a. pengguna barang me la lu i pengelola barang 

mengajukan u s u l h ibah barang m i l i k daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan kepada Bupat i 

disertai dengan pert imbangan dan kelengkapan 

data; 

b. da lam rangka persetujuan Bupa t i , Pengelola 

Barang menel i t i dan mengkaji u s u l h i bah barang 

m i l i k daerah berdasarkan pert imbangan dan 

syarat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 63; 

g. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan, 

Bupa t i dapat menyetu ju i dan/atau menetapkan 

barang m i l i k daerah berupa tanah dan/atau 

bangunan yang akan d ih ibahkan ; 

h . proses persetujuan h ibah d i laksanakan dengan 

berpedoman pada ke tentuan Pasal 53 ayat (1), 

Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 54; 

i . pengelola barang melaksanakan h ibah dengan 

berpedoman pada persetujuan dar i Bupat i ; 

j . pelaksanaan serah ter ima barang yang 

d ih ibahkan harus d i tuangkan dalam beri ta acara 

serah ter ima barang. 

(3) H ibah barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 64 ayat (1) h u r u f c f d i laksanakan dengan 

ta ta cara: 
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a. pengguna barang me la lu i Pengelola Barang 

mengajukan u s u l h i bah barang m i l i k daerah 

selain t anah dan/atau bangunan kepada Bupa t i 

disertai pert imbangan, kelengkapan data, dan 

has i l pengkajian t i m in t e rn ins tans i pengguna 

barang; 

b. da lam rangka persetujuan Bupa t i , Pengelola 

Barang menel i t i dan mengkaj i u s u l h i bah barang 

m i l i k daerah berdasarkan per t imbangan dan 

syarat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 63; 

c. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan, 

Bupa t i dapat menyetu ju i u s u l h i bah barang m i l i k 

daerah selain tanah dan/atau bangunan sesuai 

batas kewenangannya; 

d. proses persetujuan Hibah Barang M i l i k Daerah 

d i laksanakan dengan berpedoman pada ke tentuan 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 55 ayat (1) 

dan ayat (2); 

e. Pengelola Barang melaksanakan h ibah dengan 

berpedoman pada persetujuan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f d; dan 

f. pelaksanaan serah ter ima barang yang 

d ih ibahkan harus d i tuangkan da lam beri ta acara 

serah ter ima barang. 

Bagian Keenam 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

Pasal 66 

(1) Penyertaan modal pemer intah daerah atas barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 52 

ayat (2) h u r u f d, d i l akukan da lam rangka pendir ian, 

memperba ik i s t r u k t u r permodalan dan/atau 

men ingka tkan kapasitas usaha Badan Usaha Mi l ik 

Daerah sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan. 
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(2) Penyertaan modal pemer intah daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), dapat d i l akukan dengan 

pert imbangan: 

a. barang m i l i k daerah yang sejak pengadaannya 

sesuai dokumen penganggaran d i p e r u n t u k k a n 

bagi Badan Usaha M i l i k Daerah da lam rangka 

penugasan pemer intah; 

b. barang m i l i k daerah lebih opt imal apabi la dikelola 

oleh Badan Usaha M i l i k Daerah ba ik yang sudah 

ada m a u p u n yang akan d ibentuk. 

Pasal 67 

(1) Penyertaan modal pemer intah daerah atas barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 66 

dapat berupa: 

a. t anah dan/atau bangunan yang telah d iserahkan 

kepada Bupa t i ; 

b. t anah dan/atau bangunan pada pengguna 

barang; 

c. barang m i l i k daerah selain t anah dan/atau 

bangunan. 

(2) Penetapan barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai 

moda l pemer intah daerah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f a, d i l akukan oleh Bupa t i sesuai 

kewenangannya. 

(3) Penyertaan moda l pemer intah daerah atas barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat 

persetujuan dar i Bupa t i . 

Pasal 68 

(1) Penyertaan modal pemer intah daerah atas barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 67 

ayat (1) h u r y f a dan h u r u f b, d i laksanakan dengan 

ta ta cara: / 
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a. pengguna barang me la lu i pengelola barang 

mengajukan u s u l penyertaan modal pemer intah 

daerah atas barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan kepada Bupa t i disertai 

dengan pert imbangan dan kelengkapan data; 

b. Bupa t i menel i t i dan mengkaj i u s u l penyertaan 

modal pemer intah daerah yang d ia jukan oleh 

pengguna barang berdasarkan pert imbangan dan 

syarat sebagaimana d imaksud da lam Pasal 67; 

c. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 

ber laku, Bupa t i dapat menyetu ju i dan/atau 

menetapkan barang m i l i k daerah berupa tanah 

dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai 

modal pemer intah daerah; 

d. proses persetujuan penyertaan moda l pemer intah 

daerah d i laksanakan dengan berpedoman pada 

ke tentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 54 

serta Pasal 55; 

e. pengelola barang melaksanakan penyertaan modal 

pemer intah daerah dengan berpedoman pada 

persetujuan dar i Bupat i . 

(2) Penyertaan modal pemer intah daerah atas barang 

m i l i k daerah sebagaimana d imaksud da lam Pasal 63 

ayat (1) h u r u f c, d i laksanakan dengan ta ta cara: 

a. pengguna barang mengajukan u s u l penyertaan 

modal pemer intah daerah selain t anah dan/atau 

bangunan kepada pengelola barang disertai 

pert imbangan, kelengkapan data, dan has i l 

pengkajian t i m in t e rn ins tans i pengguna barang; 

b. pengelola barang menel i t i dan mengkaj i u s u l 

penyertaan modal pemer intah daerah yang 

d ia jukan oleh pengguna barang berdasarkan 

pert imbangan dan syarat sebagaimana d imaksud 

da lam Pasal 67; 

c. apabi la memenuh i syarat sesuai dengan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 
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ber laku, pengelola barang dapat menyetu ju i u s u l 

penyertaan modal pemer intah daerah selain tanah 

dan/atau bangunan yang d ia jukan oleh pengguna 

barang sesuai kewenangannya; 

d . pengguna barang me lakukan serah ter ima barang 

kepada Badan Usaha Mi l ik Daerah a tau badan 

h u k u m la innya dan d i tuangkan da lam berita 

acara serah t e r ima barang. 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara pelaksanaan 

pemindahtanganan barang m i l i k daerah d ia tur dengan 

Peraturan Bupa t i . 

BAB X I 

PEMUSNAHAN BARANG 

Pasal 70 

Pemusnahan barang m i l i k daerah d i l akukan da lam ha l : 

a. barang m i l i k daerah t idak dapat d igunakan, t idak 

dapat d imanfaatkan, dan/atau t idak dapat 

d ip indahtangankan; 

b. terdapat alasan la in sesuai dengan ke tentuan 

peraturan perundang-undangan yang ber laku. 

(1) Pemusnahan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 70 d i laksanakan oleh : 

a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan 

dar i Bupa t i , u n t u k Barang M i l i k Daerah yang 

berada pada Pengguna Barang; a tau 

b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan 

dar i Bupa t i , u n t u k Barang M i l i k Daerah yang 

berada pada Pengelola Barang. 

(2) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), d i tuangkan*da lam beri ta acara dan 

Pasal 69 

Pasal 71 

d i laporkan kepada Bupa t i . 
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Pasal 72 

Pemusnahan barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 71 d i laksanakan dengan cara 

dibakar, d ihancurkan , d i t i m b u n , ditenggelamkan a tau 

cara l a in sesuai dengan ke tentuan pera turan perundang-

undangan yang ber laku. 

Ketentuan lebih lan ju t mengenai ta ta cara pelaksanaan 

pemusnahan barang m i l i k daerah d i a tu r dengan 

Peraturan Bupa t i . 

BAB XI I 

PENGHAPUSAN BARANG 

Pasal 74 

Penghapusan barang me l iput i : 

a. penghapusan dar i Daftar Barang Pengguna dan/atau 

Daftar Barang Kuasa Pengguna; 

b. Penghapusan dar i Daftar Barang Pengelola; dan 

c. penghapusan dar i daftar barang m i l i k daerah. 

(1) Penghapusan dar i daftar barang pengguna dan/atau 

daftar barang kuasa pengguna sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 74 h u r u f a, d i l a k u k a n da lam 

h a l barang m i l i k daerah sudah t idak berada da lam 

penguasaan pengguna barang dan/atau kuasa 

pengguna barang. 

(2) Penghapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i l akukan dengan menerb i tkan keputusan 

penghapusan dar i pengelola barang setelah mendapat 

persetujuan dar i Bupa t i . 

(3) D ikecua l ikan dar i ke tentuan sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), u n t u k barang m i l i k daerah yang 

d ihapus karena: £ 

Pasal 73 

Pasal 75 
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a. pengal ihan status; 

b. pemindahtanganan; 

c. pemusnahan. 

(4) Bupa t i dapat mendelegasikan persetujuan 

penghapusan barang m i l i k daerah berupa barang 

persediaan kepada pengelola barang. 

(5) Pelaksanaan penghapusan barang m i l i k daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2) dan ayat (4), 

d i laporkan kepada Bupa t i . 

(1) Penghapusan dar i daftar barang m i l i k daerah 

sebagaimana d imaksud da lam Pasal 74 h u r u f b, 

d i l akukan da lam h a l barang m i l i k daerah sudah 

beral ih kepemi l ikannya, ter jadi pemusnahan a tau 

karena sebab la in . 

(2) Penghapusan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan berdasarkan Keputusan Bupa t i u n t u k 

barang m i l i k daerah yang berada pada pengelola 

barang. 

BAB XI I I 

PENATAUSAHAAN BARANG 

Bagian Kesatu 

Pembukuan 

Pasal 77 

(1) Pengelola barang harus me lakukan pendaftaran dan 

pencatatan barang m i l i k daerah yang berada d i 

bawah penguasaannya ke da lam daftar barang 

pengelola m e n u r u t penggolongan dan kodefikasi 

barang. 

(2) Pengguna barang/kuasa pengguna barang harus 

me lakukan pendaftaran dan pencatatan barang m i l i k 

daerah yang status penggunaannya berada pada 

pengguna barang/kuasa pengguna barang ke da lam 

Pasal 76 
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daftar barang pengguna/daftar barang kuasa 

pengguna m e n u r u t penggolongan dan kodefikasi 

barang. 

(3) Pengelola barang mengh impun daftar barang 

pengguna/daftar barang kuasa pengguna 

sebagaimana d imaksud pada ayat (2). 

(4) Pengelola barang menyusun daftar barang m i l i k 

daerah berdasarkan h i m p u n a n daftar barang 

pengguna/daftar barang kuasa pengguna 

sebagaimana d imaksud pada ayat (3), dan daftar 

barang pengelola m e n u r u t penggolongan dan 

kodefikasi barang. 

(5) Penggolongan dan kodefikasi barang m i l i k daerah 

d i laksanakan sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan yang ber laku . 

Bagian Kedua 

Inventarisasi Barang 

Pasal 78 

(1) Pengguna barang me lakukan inventar isasi barang 

m i l i k daerah pal ing sedikit 1 (satu) ka l i da lam 5 (lima) 

t a h u n . 

(2) Da lam ha l barang m i l i k daerah sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), berupa persediaan dan 

kons t ruks i da lam pengerjaan, inventarisasi d i l akukan 

oleh pengguna barang setiap t a h u n . 

(3) Pengguna barang menyampaikan laporan has i l 

inventarisasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 

dan ayat (2), kepada pengelola barang pal ing lama 3 

(tiga) b u l a n setelah selesainya inventarisasi . 

Pengelola barang me lakukan inventarisasi barang m i l i k 

daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada 

da lam penguasaannya pal ing sedikit 1 (satu) ka l i da lam 5 

Pasal 79 

(lima) t a h u n . 



-55-

Bagian Ketiga 

Pelaporan Barang 

Pasal 80 

(1) Kuasa pengguna barang harus menyusun laporan 

barang kuasa pengguna semesteran dan t a h u n a n 

sebagai bahan u n t u k menyusun neraca satuan kerja 

u n t u k d isampaikan kepada pengguna barang. 

(2) Pengguna barang mengh impun laporan barang kuasa 

pengguna semesteran dan t a h u n a n sebagaimana 

d imaksud pada ayat (1), sebagai bahan penyusunan 

laporan barang pengguna semesteran dan t ahunan . 

(3) Laporan barang pengguna sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), d i gunakan sebagai bahan u n t u k 

menyusun neraca perangkat daerah u n t u k 

d isampaikan kepada pengelola barang. 

Pasal 81 

(1) Pengelola barang harus menyusun laporan pengelola 

barang semesteran dan t ahunan . 

(2) Pengelola barang harus mengh impun laporan barang 

pengguna semesteran dan t a h u n a n sebagaimana 

d imaksud da lam Pasal 80 ayat (2), serta laporan 

barang pengelola sebagaimana d imaksud pada ayat 

(1), sebagai bahan penyusunan laporan barang m i l i k 

daerah. 

(3) Laporan barang m i l i k daerah sebagaimana d imaksud 

pada ayat (2), d i gunakan sebagai bahan u n t u k 

menyusun neraca pemer intah daerah. 

Pasal 82 

Tata cara pelaksanaan pembukuan , inventarisasi , dan 

pelaporanybarang m i l i k daerah d i a tu r dengan Peraturan 

Bupa t i . / 
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BAB XIV 

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN 

Bagian Kesatu 

(1) Bupa t i me lakukan pembinaan pengelolaan barang 

m i l i k daerah dan menetapkan kebi jakan pengelolaan 

barang m i l i k daerah. 

(2) Kebijakan sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

t e rd i r i atas kebi jakan u m u m barang m i l i k daerah 

dan/atau kebi jakan teknis barang m i l i k daerah. 

Bagian Kedua 

Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 84 

Pengawasan dan pengendalian barang m i l i k daerah 

d i l akukan oleh: 

a. pengguna barang me la lu i pemantauan dan 

penert iban; 

b. pengelola barang mela lu i pemantauan dan investigasi. 

(1) Pengguna barang me lakukan pemantauan dan 

penert iban terhadap penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, 

dan pengamanan barang m i l i k daerah yang berada d i 

da lam penguasaannya. 

(2) Pelaksanaan pemantauan dan penert iban 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), u n t u k 

kantor/sa tuan kerja d i laksanakan oleh kuasa 

pengguna barang. 

(3) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dapat 

memin ta aparat pengawasan in te rn pemer intah u n t u k 

me lakukan aud i t t i ndak l an ju t hasi l pemantauan dan/ 

Pembinaan 

Pasal 83 

Pasal 85 
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penert iban sebagaimana d imaksud pada ayat( l ) dan 

ayat (2). 

(4) Pengguna barang dan kuasa pengguna barang 

men indak lan ju t i has i l aud i t sebagaimana d imaksud 

pada ayat (3) sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan yang ber laku. 

Pasal 86 

Pengguna barang menetapkan ind ika tor k iner ja d i b idang 

pengelolaan barang m i l i k daerah pada u n i t yang 

membidangi pengelolaan barang m i l i k daerah. 

Pasal 87 

(1) Pengelola barang me lakukan pemantauan dan 

investigasi atas pelaksanaan penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang m i l i k 

daerah, da lam rangka penert iban penggunaan, 

pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang m i l i k 

daerah sesuai dengan ke tentuan peraturan 

perundang-undangan yang ber laku. 

(2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1), dapat d i t indak lan ju t i oleh pengelola 

barang dengan memin ta aparat pengawasan in t e rn 

pemer intah u n t u k me lakukan aud i t atas pelaksanaan 

penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan 

barang m i l i k daerah. 

(3) Hasi l aud i t sebagaimana d imaksud pada ayat (2), 

d isampaikan kepada pengelola barang u n t u k 

d i t i ndak lan ju t i sesuai dengan ke tentuan pera turan 

perundang-undangan yang ber laku. 

Pasal 88 

Ketentuan lebih l an ju t mengenai tata cara pelaksanaan 

pengawasan dan pengendalian atas barang m i l i k daerah 

d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i 
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BAB XIV 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH OLEH BADAN LAYANAN U M U M 

Pasal 89 

(1) Barang M i l i k Daerah yang d i gunakan oleh Badan 

Layanan U m u m Daerah sebagai kekayaan daerah 

yang t idak d ip i sahkan u n t u k menyelenggarakan 

kegiatan Badan Layanan U m u m Daerah. 

(2) Pengecualian ke tentuan sebagaiman d imaksud pada 

ayat (1), d i l akukan terhadap barang yang dikelola 

dan/atau d imanfaatkan sepenuhnya u n t u k 

penyelenggaraan kegiatan pelayanan u m u m sesuai 

dengan tugas dan fungsi Badan Layanan U m u m 

Daerah. 

Pengelola barang dapat membentuk Badan Layanan 

U m u m Daerah dan/atau menggunakan jasa p ihak la in 

da lam pelaksanaan pemanfaatan dan pemindahtanganan 

barang m i l i k daerah. 

BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA 

(1) Rumah negara merupakan barang m i l i k daerah yang 

d i p e r u n t u k k a n sebagai tempat t inggal a tau h u n i a n 

dan sarana pembinaan serta menunjang pelaksanaan 

tugas pejabat negara dan/atau pegawai negeri. 

(2) Pengelolaan barang m i l i k daerah berupa r u m a h 

negara sebagaimana d imaksud pada ayat (1), 

d i laksanakan oleh Bupa t i dengan memperhat ikan 

ke tentuan pera turan perundang-undangan yang 

ber laku. 

(3) Ketentuan mengenai ta ta cara penggunaan, 

pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan,. 

Pasal 90 

BAB XV 

Pasal 91 
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pengawasan dan pengendalian barang m i l i k daerah 

berupa r u m a h negara d i a tu r leb ih l an ju t dengan 

Peraturan Bupat i . 

BAB XVI 

GANTI RUGI DAN SANKSI 

Pasal 92 

(1) Setiap kerug ian daerah ak ibat kelalaian, 

penyalahgunaan atau pelanggaran h u k u m atas 

pengelolaan barang m i l i k daerah diselesaikan mela lu i 

t u n t u t a n gant i rug i sesuai dengan ke tentuan 

pera turan perundang-undangan yang ber laku. 

(2) Setiap p ihak yang mengak ibatkan kerug ian daerah 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1), dapat 

d ikenakan sanksi admin is t ra t i f dan/atau sanksi 

p idana sesuai dengan ke tentuan pera turan 

perundang-undangan yang ber laku. 

BAB XVI I 

KETENTUAN LA1N-LAIN 

Pasal 93 

(1) Pejabat a tau pegawai yang melaksanakan pengelolaan 

barang m i l i k daerah yang menghas i lkan pener imaan 

daerah dapat d iber ikan insentif . 

(2) Pengelola Barang M i l i k Daerah, Pejabat 

Penatausahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola 

dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola da lam 

melaksanakan tugas r u t i n n y a dapat d iber ikan 

tun jangan yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

(3) Pejabat a tau pegawai selaku pengurus barang da lam 

melaksanakan tugas r u t i n n y a dapat d iber ikan 

tun jangan yang besarannya disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah. 

(4) Ketentuan lebih lan ju t mengenai pemberian insent i f 

dan/atau tun jangan kepada pejabat a tau pegawai 

yang melaksanakan pengelolaan barang m i l i k daeralV 
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sebagaimana d imaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

d i a tu r dengan Peraturan Bupa t i . 

Pasal 94 

(1) Bupa t i dapat mengenakan beban pengelolaan (capital 

charge) terhadap barang m i l i k daerah pada pengguna 

barang. 

(2) Ketentuan lebih lan ju t mengenai beban pengelolaan 

(capita/ charge) terhadap barang m i l i k daerah d i a tu r 

dengan Peraturan Bupat i . 

BAB XVI I I 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 95 

(1) Pada saat Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku: 

a. pemanfaatan barang m i l i k daerah yang te lah 

terjadi dan be lum mendapat persetujuan dar i 

pejabat yang berwenang, Bupa t i dapat 

menerb i tkan persetujuan terhadap ke lan jutan 

pemanfaatan barang m i l i k daerah dengan 

ke tentuan pengelola barang menyampaikan 

permohonan perse tu j u a n u n t u k sisa w a k t u 

pemanfaatan sesuai dengan perjanjian kepada 

Bupa t i , dengan me lampi rkan : 

1. usu lan kon t r i bus i dar i pemanfaatan barang 

m i l i k daerah; 

2. laporan has i l aud i t aparat pengawasan in t e rn 

pemer intah. 

b. t u k a r menukar barang m i l i k daerah yang te lah 

d i laksanakan tanpa persetujuan pejabat 

berwenang dan barang pengganti te lah tersedia 

se luruhnya, d i l an ju tkan dengan serah ter ima 

barang m i l i k daerah dengan aset pengganti an tara 

pengelola barang dengan m i t r a t u k a r menukar 

dengan ketentuan: jt 
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1. pengelola barang memast ikan n i l a i barang 

pengganti sekurang-kurangnya sama dengan 

n i l a i barang m i l i k daerah yang d ipe r tukarkan ; 

2. pengelola barang membuat pernyataan 

bertanggung j awab penuh atas pelaksanaan 

t u k a r menukar . 

(2) Bupa t i dapat menerb i tkan persetujuan penghapusan 

atas barang m i l i k daerah yang telah diserah 

te r imakan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f 

b, berdasarkan permohonan dar i pengelola barang. 

(3) Segala ak ibat h u k u m yang menyerta i pelaksanaan 

pemanfaatan sebelum d iber ikannya persetujuan 

sebagaimana d imaksud pada ayat (1) h u r u f a dan 

pelaksanaan t u k a r menukar sebagaimana d imaksud 

pada ayat (1) h u r u f b, sepenuhnya menjadi tanggung 

j awab para p ihak da lam pemanfaatan a tau t u k a r 

menukar . 

Pasal 96 

Pada saat Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku: 

a. se luruh kegiatan perencanaan kebu tuhan dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemel iharaan, 

peni la ian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian barang m i l i k daerah yang telah 

mendapatkan persetujuan dan/atau penetapan dar i 

pejabat berwenang, d inyatakan tetap ber laku dan 

proses penyelesaiannya d i laksanakan berdasarkan 

ke tentuan peraturan perundang-undangan sebelum 

Peraturan Daerah i n i ber laku; 

b. se luruh kegiatan perencanaan k e b u t u h a n dan 

penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemel iharaan, 

peni la ian, penghapusan, pemindahtanganan, 

penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian barang m i l i k daerah yang be lum, 
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mendapat persetujuan dan/atau penetapan dar i 

pejabat berwenang, proses penyelesaiannya 

d i laksanakan berdasarkan ke tentuan Peraturan 

Daerah i n i . 

Perjanjian KSP barang m i l i k daerah yang telah 

d i laksanakan oleh Badan Layanan U m u m Daerah 

sebelum Peraturan Daerah i n i ber laku, d inyatakan 

ber laku dengan ke t en tuan wajib d isesuaikan dengan 

Peraturan Daerah i n i . 

BAB XIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 98 

Peraturan Daerah i n i m u l a i ber laku pada tanggal 

d iundangkan . 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memer in tahkan 

pengundangan Peraturan Daerah i n i dengan 

penempatannya da lam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bombana. 

Pasal 97 

Di te tapkan d i Rumbia 

pada tanggal, 5"pUU 2021 

BUPATI BOMBANA, 

D iundangkan d i Rumbia 

pada tanggal, 5 J U U 2021 

EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2021 NOMOR ZL 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI 

TENGGARA NOMOR : (2/54/2021). 
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PEN JELAS AN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA 

NOMOR TAHUN 2021 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

I . U M U M 

Dalam rangka menjamin ter laksananya ter t ib adminis tras i dan ter t ib 

pengelolaan barang m i l i k daerah d iper lukan adanya kesamaan persepsi dan 

langkah secara integrat i f dan menye luruh dar i u n s u r - u n s u r yang terkai t 

da lam pengelolaan barang m i l i k daerah. Barang daerah sebagai salah satu 

u n s u r pent ing da lam rangka penyelenggaraan pemer intahan dan pelayanan 

masyarakat harus dikelola dengan ba ik dan benar, sehingga m a m p u 

mewu judkan pengelolaan barang yang memenuh i asas-asas pengelolaan 

barang ya i tu fungsional, kepast ian h u k u m , t ransparans i , efisien, 

akuntab i l i tas dan kepast ian n i la i . 

Dengan ber lakunya Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 

23 T a h u n 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 

27 t a h u n 2014 tentang Pengelolaan Barang M i l i k Negara/Daerah dan 

Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 19 T a h u n 2016 tentang Pengelolaan 

Barang M i l i k Daerah, m a k a Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana per lu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang M i l i k Daerah 

dengan Peraturan Daerah yang ba ru . 

Pengelolaan barang m i l i k daerah d i laksanakan berdasarkan asas 

fungsional, kepast ian h u k u m , t ransparans i , efisiensi, akuntab i l i tas , dan 

kepast ian n i l a i . Tu juan pengelolaan barang m i l i k daerah adalah u n t u k : 

a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemer intahan dan 

pembangunan daerah; 

b. mewu judkan akuntab i l i t as da lam pengelolaan Barang m i l i k daerah; 
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c. mewu judkan pengelolaan barang m i l i k daerah secara ter t ib , efektif, 

efisien dan ekonomis. 

I I . PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

C u k u p Jelas 

Pasal 2 

C u k u p Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

C u k u p Jelas 

Pasal 5 

C u k u p Jelas 

Pasal 6 

C u k u p Jelas 

Pasal 7 

C u k u p Jelas 

Pasal 8 

C u k u p Jelas 

Pasal 9 

C u k u p Jelas 

Pasal 10 

C u k u p Jelas 

Pasal 11 

C u k u p Jelas 



Pasal 12 

C u k u p Jelas 

Pasal 13 

C u k u p Jelas 

Pasal 14 

C u k u p Jelas 

Pasal 15 

C u k u p Jelas 

Pasal 16 

C u k u p Jelas 

Pasal 17 

C u k u p Jelas 

Pasal 18 

C u k u p Jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

C u k u p Jelas 

Pasal 21 

C u k u p Jelas 

Pasal 22 

C u k u p Jelas 

Pasal 23 

C u k u p Jelas 



Pasal 24 

C u k u p Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal 26 

C u k u p Jelas 

Pasal 27 

C u k u p Jelas 

Pasal 28 

C u k u p Jelas 

Pasal 29 

C u k u p Jelas 

Pasal 30 

C u k u p Jelas 

Pasal 31 

C u k u p Jelas 

Pasal 32 

C u k u p Jelas 

Pasal 33 

C u k u p Jelas 

Pasal 34 

C u k u p Jelas 

Pasal 35 

C u k u p Jelas 



Pasal 36 

C u k u p Jelas 

Pasal 37 

C u k u p Jelas 

Pasal 38 

C u k u p Jelas 

Pasal 39 

C u k u p Jelas 

Pasal 40 

C u k u p Jelas 

Pasal 41 

C u k u p Jelas 

Pasal 42 

C u k u p Jelas 

Pasal 43 

C u k u p Jelas 

Pasal 44 

C u k u p Jelas 

Pasal 45 

C u k u p Jelas 

Pasal 46 

C u k u p Jelas 

Pasal 47 

C u k u p Jelas 



Pasal 48 

C u k u p Jelas 

Pasal 49 

C u k u p Jelas 

Pasal 50 

C u k u p Jelas 

Pasal 51 

C u k u p Jelas 

Pasal 52 

C u k u p Jelas 

Pasal 53 

C u k u p Jelas 

Pasal 54 

C u k u p Jelas 

Pasal 55 

C u k u p Jelas 

Pasal 56 

C u k u p Jelas 

Pasal 57 

C u k u p Jelas 

Pasal 58 

C u k u p Jelas 

Pasal 59 

C u k u p Jelas 



Pasal 60 

C u k u p Jelas 

Pasal 6 1 

C u k u p Jelas 

Pasal 62 

C u k u p Jelas 

Pasal 63 

C u k u p Jelas 

Pasal 64 

C u k u p Jelas 

Pasal 65 

C u k u p Jelas 

Pasal 70 

C u k u p Jelas 

Pasal 71 

C u k u p Jelas 

Pasal 72 

C u k u p Jelas 

Pasal 73 

C u k u p Jelas 

Pasal 74 

C u k u p Jelas 

Pasal 75 

C u k u p Jelas 



Pasal 76 

C u k u p Jelas 

Pasal 77 

C u k u p Jelas 

Pasal 78 

C u k u p Jelas 

Pasal 79 

C u k u p Jelas 

Pasal 80 

Cukup Jelas 

Pasal 81 

C u k u p Jelas 

Pasal 82 

C u k u p Jelas 

Pasal 83 

C u k u p Jelas 

Pasal 84 

Cukup Jelas 

Pasal 85 

Cukup Jelas 

Pasal 86 

C u k u p Jelas 

Pasal 87 

C u k u p Jelas 
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Pasal 88 

C u k u p Jelas 

Pasal 89 

C u k u p Jelas 

Pasal 90 

C u k u p Jelas 

Pasal 91 

C u k u p Jelas 

Pasal 92 

Cukup Jelas 

Pasal 93 

C u k u p Jelas 

Pasal 94 

C u k u p Jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA NOMOR 


